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ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Eksistensi /-Money Scbagai Alat Pembayaran Dalam
Transaksi Elcktronik Sctclah Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 91/PUU-VX2017.

NAMA . Berhiana Addini

NIM :02011181621078

Uang clektronik sebagai alat pembayaran non tunai berbasis elektronik yang
mempunyai karakteristik, vaitu: nilai vang disetor di awal (terlebih dahulu) kepada
penerbit, nilai uang disimpan secara clektronik pada suatu media tertentu, bisa kartu
atau alat komunikasi, fungsinya sebagai alat pembayaran non tunai kepada
pedagang/merchant. Penclitian dengan judul “Fksistensi /i--Money  Scbagai  Alat
Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Setelab Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 91/PUU-VX/22017", memiliki rumusan bagaimana pengaturan uang clektronik
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggolongannya dalam surat
berharga, dan bagaimana eksistensi uang elektronik sebagai alat pembayaran setelah
putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-VX/2017. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian normatif. Metode pendekatan vang digunakan adalah
pendekatan undang-undang. Adapun sumber data yang digunakan adalah data
sckunder yang mcliputi bahan hukum, diantaranya adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sckunder, dan bahan hukum tersier. Pengaturan uang elcktronik pada
umumnya telah diatur di dalam peraturan-perundangan di Indonesia, namun sccara
khusus telah diatur didalam PBI No. 20/6/PBI22018 tentang Uang Elcktronik.
Fksistensi & kedudukan uang elektronik Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.
91/PUU-VX/2017, adalah bahwa uang elektronik sama hal nya dengan uang tunai
vang dijadikan sebagai alat pembayvaran yang sah dalam melakukan transaksi
pembayaran terkhususnya transaksi elektronik. Karena keberadaan uang elektronik
bukanlah untuk menggantikan vang tunai sebagai alat pembayaran.

Kata Kunci : Uang Elektronik, Fksistensi, Transaksi Elektronik.

Pembimbing Utama

S sk

Arfianna Novera, S.H.. M. Hum. elen: : :
NIP. 195711031988032001 NIP. 198609142009022004
Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmivak! S.H.. M.Hum.
NIP. 196511011992032001

11



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah
menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia
tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdamppak pada peningkatan
produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana
teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan
berkembang dalam tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan
sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.'

Dunia perdagangan atau bisnis saat ini telah berkembang dengan begitu
pesatnya, hal ini tampak dengan semakin meningkatnya volume perdagangan.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, dunia perdagangan pun dituntut semakin
cepat dalam menjalankan transaksinya. Karena dengan semakin cepatnya
transaksi maka akan banyak pula transaksi yang dapat dilakukan, dan keuntungan
yang didapat juga semakin besar. Selain hal kecepatan dalam bertransaksi, dunia
bisnis juga membutuhkan kesederhanaan dalam menjalankan proses transaksi,
yang secara administratif tidak rumit. Juga yang tidak boleh diabaikan dalam
bertransaksi adalah aspek keamana, apabila aspek keamanan ini tidak

diperhatikan dan dapat mengakibatkan kerugian karena adanya kesalahan dalam

! Siswanto Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita
Mulyasari), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, hlm 39.
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bertransaksi atau karena kecurangan (fraud). Sehingga, dalam dunia bisnis selain
faktor kecepatan dan kesederhanaan (praktis) juga dibutuhkan faktor keamanan.

Kebutuhan akan kecepatan, kepraktisan, dan keamanan dalam melakukan
transaksi bisnis itulah yang menyebabkan orang menciptakan surat berharga
sebagai salah satu sarana atau alat dalam bertransaksi dalam dunia perdagangan.
Surat berharga menjadi pilihan dalam membantu kelancaran bertransaksi dalam
dunia bisnis, sehingga penggunaan dan perkembangan surat berharga sangat
dipengaruhi oleh perkembangan dari dunia bisnis itu sendiri.’

Menurut Pasal 1 sub (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan: “Surat
pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya,
atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang
lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”.

Bambang Setijoprodo, dalam makalahnya berjudul beberapa surat
berharga dalam Praktik Perbankan, mengemukakan tujuan penerbitan Surat
Berharga sebagai sarana untuk melakukan pembayaran dari suatu utang atau
kewajiban yang telah ada sebelumnya, disamping itu, Surat-surat berharga juga
berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral disandingkan denan
sarana lain, yaitu uang kartal, sehingga dengan demikian dana-dana dapat

dihimpun untuk disalurkan sebagai dana pembiayaan yang lebih produktif. Secara

*James Julianto Irawan, Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis, Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 1.
7 Ibid
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rinci tiga fungsi surat berharga yaitu: sebagai alat pembayaran, sebagai alat
pemindah hak tagih, dan sebagai surat bukti hak tagih.*

Surat berharga dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan dari satu
pemegang ke pemegang berikutnya. Pola transaksi pemindahtanganan atau
penjualan surat berharga ditentukan oleh klausul atau syarat-syarat (condition and
terms) yang terdapat pada surat berharga tersebut. Schelterna menggolongkan
surat-surat yang dpat dipindahtangankan dengan syarat atau klausul atas tunjuk
dan atas pengganti yakni: Surat Bukti Kepemilikan Kebendaan (Zakenrechtelijke
Papieren), Surat Tanda Keanggotaan suatu Persekutuan (Lidmaatschaps
Papieren), Surat Tagihan Utang (Schuldvorderings Papieren).’

Heru Soepratomo dalam disertasinya, Masalah-Masalah peraturan
Peraturan Cek dan Bilyet Giro di Indonesia, menyebutkan bahwa suatu surat
dapat digolongkan sebagai Surat Berharga apabila surat itu merupakan alat untuk
diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap utang yang telah ada.’

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjembatani
antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana seperti
lembaga pengasuransian, dana pensiun, pegadaian, dan lainya. Saat ini peranan
dari dunia perbankan bagi perekonomian Indonesia, mengalami perkembangan
yang cukup signifikan. Perbankan memilki peran strategis terkait hubunganya

dengan kepercayaan masyarakat karena fungsi utama bank merupakan badan

4 Sufirman Rahman Dan Eddie Rinaldy, “Hukum Surat Berharga Pasar Uang” Jakarta:
Sinar Grafika, hlm 10.

? Ibid

® Ibid
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usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk
lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Awalnya uang sebagai alat tukar dikongkritkan dalam bentuk tertentu,
seperti uang logam dan uang kertas. Namun seiring dengan perkembangan
financial technology (fintech) memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan
transaksi pembayaran secara elektronik, guna memaksimalkan penggunaan alat
pembayaran non tunai (/ess cash), sehingga nantinya tercipta less cash society.
Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan
uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (intangible
money). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta
mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan
menggunakan cek. °

Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat
untuk menggunakan “uang eloktronik” (electronic money atau e-money), seperti
internet banking, debit cards, dan automatic teller machine (ATM) cards. Evolusi
uang tidak berhenti di sini. “Uang elektronik” juga muncul dalam bentuk smart

cards, yaitu penggunaan chips pada sebuah kartu. Penggunaan smart cards sangat

7 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
No. 182).

8 Solikin dan Suseno, Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia 2002. Hlm 8-9.
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praktis, yaitu dengan “mengisi” chips dengan sejumlah uang tertentu yang
dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.’

Internet (internetconnection networking) sebagai alat untuk mendapatkan
informasi (teknologi informasi) telah mengalami perkembangan yang cukup
pesat, dimana internet juga digunakan sebagai sarana untuk berbisnis, seperti
sarana penjualan dan pembelian suatu produk barang dan jasa. Tidak hanya itu
saja, internet juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi bisnis dan system
pembayaranya, sebelumnya transaksi bisnis, dilakukan secara tradisional yaitu
dari tangan ke tangan secara langsung, antara pembeli dan penjual bertatap muka
melakukan persetujuan dan kesepakatan.'’

Namun saat ini dengan adanya kecanggihan teknologi informasi, semua
keterbatasan sarana, jarak, dan waktu transaksi dapat teratasi dengan mudah.
Hanya dengan beberapa ‘klik’ dengan mencantumkan nomor kartu kredit maupun
debit, pembeli dapat (customer) dapat memperoleh barang yang diinginkan, dapat
mengetahui apa saja yang diinginkan, dan dapat memperoleh barang yang
diinginkan, dapat mengetahui apa saja yang diinginkan, dan dapat melakukan
transaksi dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak.''

Dalam perkembangannya kegiatan lembaga keuangan bank mengalami
kemajuan yang baik karena semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan

lembaga keuangan bank ini sebagai tempat untuk menyimpan dan menyalurkan

9 .
Ibid.
10 Nova Indah T, Skripsi: Analisis Tentang Transaksi Elektronic Commerce (E-Commerce)
sebagai Obyek Perjanjian Asurans , Palembang:UNSRI, 2002, hlm 2.
1 gy
Ibid.
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dana. Saat ini di era teknologi yang semakin canggih kegiatan dari bank dapat
dilakukan melalui berbagai media tanpa harus datang langsung ke bank untuk
bertransaksi. Sebagai contoh penggunaan ATM (Automatic Teller Machine) atau
Anjungan Tunai Mandiri. ATM merupakan sebuah alat elektronik yang
mengijinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening
tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller manusia. Selain itu
ATM juga mengijinkan penyimpanan uang atau cek, dan transfer uang serta
melakukan kegiatan pembayaran kartu kredit.'

Keberadaan ATM telah memberikan banyak kemudahan bagi nasabah
untuk bertransaksi sehari-hari, namun, sarana yang mempermudah transaksi
tersebut tidak menutupi kemungkinan menimbulkan persoalan hukum. Oleh
karena itu, transaksi melalui ATM perlu dkaji dari aspek hukum untuk mencegah
terjadinya resiko kerugian disalahsatu pihak yan bertransaksi. Perangkat hukum
dalam transaksi bisnis diharapkan dapat melindungi hak-hak para pihak sekaligus
menjadi problem solving apabila terjadi sengketa dikemudian hari."

Era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas dapat
memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi antara satu sama
lain. Berbagai inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa
masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern.
Berkembangnya bisnis financial technology (fintech) juga ikut mempengaruhi

munculnya perusahaan startup yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah

12 M. Suherial Amin, Skripsi: “Implementasi Peran Dan Fungsi Mediasi Perbankan Dalam
Menyelesaikan Sengketa Perbankan” Palembang: UNSRI, 2011, Hal 4.
13 77
1bid.
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satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik (e-money). Dengan
munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan
transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai.

Perkembangan uang elektronik bukan disebabkan oleh Bank Indonesia,
namun disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
mengendalikan pasar untuk menggunakan uang elektronik tersebut. Uang
elektronik menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam segmen mikro, seperti
pembayaran tol, pembelian tiket dan juga pembayaran di merchant yang sudah
menggunakan sistem pembayaran uang elektronik. Uang elektronik menawarkan
kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Meskipun demikian masih
banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini
dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash untuk membayar
barang atau jasa. Padahal sasaran utama dari Bank Indonesia dalam menerbitkan
uang elektronik adalah untuk meminimalkan penggunaan uang tunai di kalangan
masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Konsumen pengguna uang elektronik saat
ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas
maupun masyarakat yang sudah melek teknologi.'

Uang elektronik memberikan berbagai keunggulan diantaranya
mengedepankan kecepatan, kemudahan dan efisiensi dibandingkan dengan
instrumen pembayaran nontunai lainnya, mulai dari manfaat yang di dapatkan

dalam menggunakan layanan uang elektronik hingga kemudahan dalam

'Y RMOL.co, dalam http://ekbis.rmol.co/read/2011/07/10/32509/Penggunaan-E-Money-
Cuma- Didominasi-Masyarakat-Tajir-html (diakses pada tanggal 10 agustus 2019)
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menggunakan uang elektronik, hal inilah yang menyebabkan banyak disukai oleh
masyarakat.

Selain faktor persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan yang
mempengaruhi minat menggunakan teknologi, faktor lainnya ialah persepsi
risiko. Meskipun, teknologi memberikan banyak manfaat dan kemudahan
penggunaan bagi para penggunanya, ternyata masih ada sejumlah pengguna yang
menolak untuk menggunakan teknologi karena terdapat masalah ketidakpastian
dan keamanan. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi persepsi konsumen
ialah risiko, menurut Pavlou risiko ialah suatu keadaan ketidakpastian yang
dipertimbangkan seseorang untuk memutuskan “iya” atau “tidak’ melakukan
transaksi."”

Faktor risiko keamanan ini perlu diperhatikan oleh pihak penerbit uang
elektronik (e-money) guna meminimkan persepsi masyarakat akan risiko transaksi
yang dapat terjadi, akibat transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan
tujuan agar pengguna uang elektronik terhindar dari berbagai kekhawatiran pada
saat bertransaksi menggunakan uang elektronik. Beberapa faktor risiko yang
dapat terjadi oleh pengguna uang elektronik diantaranya ialah kesalahan dalam
memasukan nomor atau kode saat pengisian ulang uang elektronik akibat
kesalahan pengguna sendiri (human error) atau karena fasilitas yang belum

maksimal dan hanya terfokus pada beberapa kota besar saja.'®

3 Ibid.
16 Ipid.
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Uang elektronik (E-money) sebagai alat pembayaran non tunai berbasis
elektronik yang mempunyai karakteristik, yaitu: nilai uang disetor di awal
(terlebih dahulu) kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik pada
suatu media tertentu, bisa kartu atau alat komunikasi, fungsinya sebagai alat
pembayaran non tunai kepada pedagang bukan penerbit uang elektronik, dan nilai
uang elektronik bukan merupakan produk simpanan, karenanya tidak termasuk
yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak diberikan bunga atau
imbalan."’

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik
(cashless money), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih
dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu
media elektronik berupa server (hard drive) atau kartu chip, yang berfungsi
sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang
elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (monetary value) pada uang elektronik
tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara
menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebetan rekeningnya di bank untuk
kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu
penyimpan dana (stored value card). '*

Dari banyak praktik, uang elektronik sangat efisien dalam penggunaannya.
Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum

menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya

17 Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, Fakultas
Hukum: Universitas Airlangga, Jurnal Ilmu Hukum Bisnis, Vol. 32, No. 1. 2017, hlm 9.
18 17 -
Ibid
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pengguna uang cash untuk membayar barang atau jasa. Padahal sasaran utama
dari Bank Indonesia dalam menerbitkan uang elektronik adalah untuk
meminimalkan penggunaan uang tunai di kalangan masyarakat dalam transaksi
sehari-hari. Konsumen pengguna uang elektronik saat ini umumnya didominasi
oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas maupun masyarakat yang
sudah melek teknologi. Sehingga pemerataan penggunaan uang elektronik di
Indonesia di rasa masih kurang. Program less cash society yang digalakkan oleh
pemerintah sendiri merupakan bagian dari persiapan masyarakat Indonesia dalam
menghadapi persaingan global terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
yang sudah disetujui sejak Januari 2016. Oleh karena itu, meminimalisir
penggunaan uang tunai merupakan salah satu cara agar nilai mata uang tidak jatuh
dan tetap stabil. "*

Munculnya berbagai pusat perbelanjaan modern yang buka selama 24 jam,
secara otomatis juga memberikan dimensi lain dalam konsumerisme masyarakat
pada masa kontemporer. Dengan kehadiran pusat perbelanjaan modern seperti ini,
masyarakat pun dimanjakan oleh kenyamanan dan kemudahahan dalam transaksi
jual beli. Untuk memudahkan berbelanja kebutuhan di pusat perbelanjaan
modern, maka dibutuhkan pula alat transaksi pembayaran modern yang dapat
memudahkan para konsumen dalam transaksi, yaitu menggunakan transaksi non
tunai. Berkembangnya sistem perekonomian nasional ke perekonomian global,

membuat masyarakat masa kini cenderung tertarik dengan model transaksi e-

" Rifky Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan
Modern”, Jurnal Ilmiah, Ponorogo: Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, 2018, hlm 7.
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commerce yang mana tidak mengharuskan antara penjual dan pembeli untuk
bertemu. Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan
untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan®.

Bank Indonesia sendiri bekerjasama dengan beberapa instansi terkait
menggalakkan transaksi non tunai yang bertujuan untuk mendorong masyarakat
untuk mengurangi transaksi dengan menggunakan uang tunai (less cash society).
Karena penggunaan transaksi non tunai menurut gubernur Bank Indonesia dapat
mengurangi peredaran uang tunai di Indonesia serta mendorong terciptanya less
cash society. Dalam hal ini Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan dan
juga pemerintah untuk mewujudkan less cash society, yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan intrumen non tunai
Sistem penggunaan uang elektronik saat ini pun sudah banyak didukung oleh
berbagai macam merchant-merchant atau gerai perbelanjaan.

Dengan banyaknya merchant atau gerai perbelanjaan yang telah
terintegrasi sistem pembayaran dengan uang elektronik, maka masyarakat dapat
menggunakan uang elektronik. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan adanya
rancangan tentang program yang di usung oleh Bank Indonesia dan juga
pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT).

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana
kemajuan suatu sistem perbankan sudah tentu juga ditopang oleh peran teknologi
informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan

diperbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan

20 1pid.
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kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri
dalam setiap bidang termasuk perbankan menerapkan teknologi bertujuan selain
untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk
memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Apalagi untuk saat ini, khususnya
dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah
serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah
bagaimana memberikan produk yang serba mudah, nyaman dan cepat.’

Serta dengan adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XV/2017 yang
mengesahkan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran yang sah. Permohonan
hak uji materiil Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI/2009 tentang
Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi RI.
Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 5
Desember 2017.

Dalam hal ini Muhammad Hafidz, selaku pemohon uji materi, merasa
sebagai konsumen dirinya terdiskriminasi memilih jalan ke tempat kerja. Opsi
satu-satunya agar tidak memakai uang elektronik adalah dengan menggunakan
jalan arteri non-berbayar. Ia merasa dirugikan dengan keberadaan pasal tersebut
karena dalam kondisi faktual dipaksa menggunakan uang elektronik ketika
memasuki jalan tol. Hafidz merasa bahwa hak konstitusionalnya selaku konsumen
telah dirugikan berdasarkan Pasal 4 huruf b UU Nomor 8§ Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.

2 1bid.
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Sebagaimana  diketahui, sejak 31 Oktober 2017 pemerintah
mengharamkan transaksi uang tunai di pintu-pintu jalan tol. Apalagi, Hafidz
mengklaim bahwa penggunaan uang kertas dan logam sebagai alat transaksi sah
berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 7/2011 tentang Mata
Uang. Menurutnya, nominal dalam kartu uang elektronik tak ada bedanya dengan
uang kertas sehingga tak semestinya konsumen dibatasi mengakses jalan tol.
Namun, MK tetap menolak dalil-dalil pemohon.

Menurut MK, tidak ada isu inkonstitusionalitas norma dalam pengujian
Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen. Meski demikian, MK tetap
memaklumi kecemasan pemohon bahwa persoalan teknis akibat keadaan
memaksa dan kerusakan mesin pembaca kartu bisa terjadi di jalan tol. Namun,
masalah tersebut merupakan persoalan teknis lapangan sehingga operator bisa
mengantisipasi dan menyelesaikannya. Serta Mahkamah Konstitusi (MK)
meminta operator jalan tol untuk mengantisipasi potensi terjadinya keadaan kahar
atau force majeure dalam implementasi kewajiban transaksi uang elektronik di
jalan bebas hambatan.*

Dengan melihat latar belakang tersebut maka penelitian ini akan
membahas masalah tersebut dengan mengambil judul “EKSISTENSI E -
MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.

91/PUU-XV/2017”.

22 Lihat Kabar24,  https://kabar24.bisnis.com/read/20180228/15/744267/putusan-mk-

penggunaan-uang-elektronik-di-jalan-tol-konstitusional-operator-perlu-antisipasi-force-majeure.
(Diakses pada senin, 9 September 2019, Pukul 13:05)
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran

di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Uang Elektronik (E-money) dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia serta penggolongannya dalam surat
berharga?

2. Bagaimana Eksistensi Uang Elektronik (E-Money) sebagai alat pembayaran
dalam transaksi elektronik setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.

91/PUU-XV/2017?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Uang Elektronik (e-money) didalam
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia serta penggolongannya dalam
surat berharga

2. Untuk Menganalisis Eksistensi Uang Elektronik (e-money) sebagai alat
pembayaran dalam transaksi elektronik setelah putusan Mahkamah Konstitusi

No. 91/PUU-XV/2017.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan
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E.

F.

dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata
khususnya hukum perbankan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi
bagi kalangan akademis dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan
terhadap eksistensi maupun kedudukan E-Money didalam bidang hukum
khususnya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.
91/PUU-XV/2017.

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi

area penelitian. 2 Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu
pada permasalahan yang diajukan mengenai Eksistensi dan Kedudukan Uang

Elektronik (E-Money) sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik setelah

putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XV/2017. Pembatasan ruang lingkup

ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasannya tidak menjadi meluas

dari makna yang terkandung dalam perumusan masalah.

Kerangka Teoritik
1. Teori Kepastian Hukum

Ajaran Cita Hukum (Idee des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita
hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum

(rechtssicherkeit), keadilan (gerechtig- keit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit).

111.

23 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011. Hlm
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Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan
oleh Gustav Radbruch dalam idee des recht yaitu penegakan hukum harus
memenuhi ketiga asas tersebut.**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian
diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman. Pengertian
kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap
berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan
banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku
yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk
konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berati hal

yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.*

24 Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala
Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
hlm. 388.

25 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 1999, Bandung: Citra Aditya Bakti,
hlm 23.

26 van Apeldorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta:
Paramita, hlm. 24-25.
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Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang
berhak menurut hukum dapat memperoleh hak nya dan bahwa putusan dapat
dilaksanaka. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan
untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tanpa nilai kepastian
hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman
perilaku bagi semua orang. *’

Jika teori kepastian hukum dikaitkan dengan eksistensi uang elektronik
maka seseorang akan mendapat suatu kepastian dalam artian sebuah kejelasan
norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman yang sah bagi masyarakat yang
dikenakan peraturan ini. Sehingga adanya penegakan hukum yang berdasarkan

pada pembuktian secara formil.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut pasal 1 angka 1 UUPK
menyebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan: “Perlindungan
Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku
Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.

Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen

adalah keseluruhan asas — asas dan kaidah — kaidah yang mengatur dan

27 Fence M. Wantu, op.cit, hlm 193.
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melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan

produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam

kehidupan bermasyarakat. **

Pasal 2 UUPK menyebutkan “Perlindungan Konsumen berasaskan
manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen
serta kepastian hukum”. Di dalam penjelasan pasal 2 UUPK menyebutkan
perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5
(lima) asas yang relevan dalam pembagunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat
sebesar — besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secra
keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepeda konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara
adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil
maupun spirituil.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan

jaminan atas keasmanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

¥ Bagus Hanindyo Mantri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-
Commerce, Tesis, Semarang: Universitas Dipenogoro. 2007, hlm 30.
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penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen
dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase)

dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase).”

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat
sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dapat dilakukan dengan

- .30
cara antara lain:

1. Legislation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan
pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan
kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.
Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen
memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada
batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan

pelaku usaha.

¥ Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan,

Bandung, 1999, him 3.
W Ibid
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2. Voluntary Self Regulation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen
yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara
ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya

sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, jenis penelian ini adalah penelitian
hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji berpendapat bahwa
penelitian hukum normatif adalah: penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”’ Sementara, Mukti
Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum
normatif sebagai: “penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.
Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin

(ajaran). >

Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan
yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dan juga usaha untuk
menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-

buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana

*! Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 34.
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diambil dari berbagai sumber yang membahas mengenai Uang Elektronik

(Electronic Money/ E-money).

. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu pendekatan yang
digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan permasalahan. Pada penelitian ini bahan
pustaka juga merupakan data dasar yang digolongkan data sekunder. Metode
pendekatan tersebut digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti
berkisar pada peraturan-peraturan mengenai Uang Elektronik (Electronic

money/ E-money).

. Bahan Hukum
Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data
yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan
pustaka. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam
membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang
digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam

penelitian yaitu meggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan:
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b)

d)

2

h)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843). Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang
Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017  tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan.
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i) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor
19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory
Sandbox) Teknologi Finansial.

j) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor
19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian
Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan isinya tidak
mengikat, seperti literatur bahan hukum resmi dari instansi pemerintah,
bahan hukum lain yang dipublikasikan dalam bentuk pedoman, buku,
jurnal, makalah, dan disertasi.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang
memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus
terminologi, aneka istilah hukum, majalah, surat kabar, ensiklopedia, dan
lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan metode
penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah data

kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber
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dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi

dan hasil penelitian.

. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, dapat
digunakan metode analisis deskriptif dan sistematis. Analisis deskriptif
adalah teknik analisis yang mutlak digunakan dalam kajian normatif, karena
berdasarkan kondisi atau posisi hukum yang didapatkan akan diuraikan
secara rinci. Selain itu, analisis sistematis adalah teknik analisis yang mencari
kaitan dari suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-

undangan yang sederajat ataupun yang tidak sederajat.

. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis
kualitatif ~ dilaksanakan dengan jalan ~mengumpulkan data dan
mengorganisasikannya serta menyeleksi data tersebut sesuai keterkaitan
dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan
mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari
suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan
pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu
suatu cara berfikir yang didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang
bersifat umum dilanjutkan dengan menjadi fakta-fakta yang bersifat khusus

untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut
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kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan
memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada

bab-bab selanjutnya

7. Teknik Penarikan Kesimpulan
Pada kegiatan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik
penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu dari penarikan simpulan-
simpulan atau hal-hal yang bersifat umum kemudian diterapkan menjadi

kesimpulan yang bersifat khusus.
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